
NOMOR
LAMPIRAN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

:     050/Kep   349-Bappelitbangda/2022
: 2 (dua) Lampiran

TENTANG

SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS
PERANGRAT DAERAH BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

DAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGRAT DAERAH
KECAMATAN BERDASARKAN   PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a.  bahwa   untuk   menindaklanjuti   ketentuan   Pasal   15   ayat   (5)
Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   40   Tahun   2022   tentang
Penetapan     Pagu     Indikatif    Sektoral     Dan     Pagu     Indikatif
Kewilayahan    Kabupaten    Cirebon,    maka    perlu    ditetapkan
pagu indikatif Perangkat Daerah;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,  perlu  menetapkan  Keputusan Bupati tentang Sebaran
besaran  Pagu  Indikatif  Sektoral  kebijakan  khusus  Perangkat
Daerah  berdasarkan  pertimbangan  obyektif  lainnya  dan  Pagu
Indikatif    Sektoral     kebijakan     khusus     Perangkat     Daerah
Kecamatan    berdasarkan         pertimbangan    obyektif    lainnya
Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat   :   1.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun   1950  tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Provinsi  Djawa
Barat   (Berita   Negara   Republik   Indonesia   tanggal   8   Agustus
Tahun 1950)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor    4    Tahun    1968    tentang    Pembentukan    Kabupaten
Purwakarta    dan     Kabupaten     Subang    dengan     mengubah
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Provinsi  Djawa
Barat    (Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1968
Nomor 31,   Tambahari   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 2851 ) ;

2.   Undang-Undang    Nomor    20    Tahun    2003    tentang    Sistem
Pendidikan   Nasional   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia.
Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4301 ) ;



3.   Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor  104, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4,   Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan
lnformasi     Publik     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun 2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4846);

5.   Undang-Undang   Nomor   25   Tahun 2009   tentang   Pelayanan
Publik   (I+embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009
Nomor 112,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Nomor 5038) ;

6.   Undang-Undang   Nomor   36   Tchun   2009   tentang   Kesehatan
(Ijembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2009  Nomor  144,
Tambahan I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

7.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan     Undang-Undang     Nomor     9     Tahun2015     tentang
Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014
tentang   Pemerintahan   Daerah    (I+embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8.   Undang-Undang    Nomor    2     Tahun     2020 tentangpenetapan
Peraturan    Pemerintah    Pengganti    Undang-Undang    Nomor 1
Tahun  2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan  Stabilitas
Sistem   Keuangan  untuk  Penanganan   Pandemi  Corona  Virus
Disease   2019   (Covid-19)   yang  telah   diubah   terakhir   dengan
Undang-Undang   Nomor  7  Tahun   2021   tentang   Harmonisasi
Peraturan   Perpajakan   (Ilembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2021  Nomor 246,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

9.   Undang-Undang   Nomor    1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
•  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah

(I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2022   Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana     Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2008  Nomor  21,  Tambahan  I,embaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

11.Peraturan     Pemerintah     Nomor     96     Tahun     2012     tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang
Pelayanan    Publik    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia



Tahun 2012  Nomor  215,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5357);

12.Peraturan     Pemerintah     Nomor     12     Tahun     2019     tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun  2019  Nomor 42,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016  tentang Perangkat
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2016
Nomor   114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   5887)   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Pemerintah   Nomor  72  Tahun  2019   tentang  P6rubahan  Atas
Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah    (I,embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun 2019
Nomor   187,  Tambahan  I.embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402) ;

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan    Minimal    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Tahun 2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6178) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018  Nomor  73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

16. Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017    tentang  Pelaksanaan
Pencapalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;

17. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009
tentang  Alokasi  Anggaran   Belanja   Fungsi   Pendidikan   dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan
Reformasi  Birokrasi  Nomor  53  Tahun 2014  tentang  Petunjuk
Teknis Peljanjian Kinerja, Pelaporan Kinelja dan Tata Cara Reviu
Atas    Laporan    Kineq.a    Instansi    Pemerintah    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun  2015  tentang
Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2036)  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018
tentang Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 80
Tchun  2015  tentang  Pembenthkan  Ptoduk  Hukum  Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Thhun 2018 Nomor 157) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata      Cara      Perencanaan,      Pengendalian      dan      Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta



I

Tata  Cara  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana   Kelja   Pemerintah   Daerah   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor  1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  tentang
Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan      Nomenklatur      Perencanaan
Pembangunan  dan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);

22. Peraturan    Badan    Pengawas    Keuangan    dan    Pembangunan
Nomor5       Tahun       2021       tentang       Penilaian       Maturitas
Penyelenggaraan     Sistem     Pengendalian     Intern     Pemerintah
Terintegrasi   pada   Kementerian/Lembaga/Pemerintah   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

23. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   9   Tahun 2012
tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (I+embaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);

24. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon   Nomor   9   Tchun 2016
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi
Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6) ;

25. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor   12  Talun 2016
tentang     Pembentukan     dan     Susunan     Perangkat     Daerah
Kabupaten   Cirebon   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun 2016 Nomor 12, Serf D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan   Daerah   Kabupaten   Cirebon  Nomor   1   Tahun  2021
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor   12   Tahun   2016   tentang  Pembentukan  dan   Susunan
Perangkat    Daerah    Kabupaten    Cirebon    (I.embaran    Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

26. Peraturan  Daerah  Kabupaten   Cirebon  Nomor  7   Tahun  2019
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah
Kabupaten    Cirebon    Tahun    2019-2024    (Lembaran    Daerah
Kabupaten  Cirebon  Tahun  2019  Nomor  7)  Sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor 6
Tahun 2021  tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun  2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

27. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   81   Tahun   2021   tentang
Standar  Harga  Satuan  Tahun  Anggaran  2022  (Berita  Daerah
Kabupaten  Cirebon Tahun  2021  Nomor 81)  Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2022
tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  81
Tahun  2021  tentang  Standar  Harga  Satuan  Tahun  Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 54);
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28. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   34   Tahun   2022   tentang
Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pada  Dinas  dan
Badan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34) ;

29. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   40   Tahun   2022   tentang
Penetapan     Pagu     lndikatif    Sektoral    dan     Pagu     lndikatif
Kewilayahan   Kabupaten   Cirebon   (Berita   Daerah   Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU         :    Sebaran   besaran   Pagu   lndikatif  Sektoral   kebijakan   khusus
Perangkat  Daerah  berdasarkan  pertimbangan  obyektif  lainnya
dan Pagu lndikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah
Kecamatan    berdasarkan         pertimbangan    obyektif    lainnya
Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran  11  yang  merupakan  bagian   tidak  terpisahkan  dari
Keputusan ini.

KEDUA           :    Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

iEMBAR PARAF KoORDiNAs!  r4RODwi{ HUKUM  DAERAH

I   I.ifiuAIArl  suLis;-,,`; ,,,. :

L!NGKUPSEKRETARIAT

DAERAH: Kepa!d Bauian

_-                     -:      -           i

Ditetapkan di Sumber
pada  tanggal   4  Juli  2o22

BUPATI CIREBON,

Tembusan  :
I. Yth.  Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth.  Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth.  Inspektur Kabupaten Cirebon.
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28. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   34   Tahun   2022   tentang
Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pada  Dinas  dan
Badan  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34);

29. Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor   40   Tahun   2022   tentang
Penetapan     Pagu     Indikatif    Sektoral     dan     Pagu     lndikatif
Kewilayahan   Kabupaten   Cirebon   (Berita   Daerah   Kabupaten
Cirebon Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSRAN :

Menetapkan :

KESATU         :    Sebaran   besaran   Pagu   Indikatif  Sektoral   kehijakan   khusus
Perangkat  Daerah  berdasarkan  pertimbangan  obyektif  lainnya
dan Pagu lndikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah
Kecamatan    berdasarkan         pertimbangan    obyektif    lainnya
Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran  11  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Keputusan ini.

KEDUA           :    Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada  tanggal   4  Juli   2o22

BUPATI CIREBON,

-   IMRON

Tembusan  :
1. Yth.  Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth.  Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth.  Inspektur Kabupaten Cirebon.
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PEMERINT`AHr  KABUPATEN    CIREBON
I   BAbAN  PEREfuc^NAAN  PEMBANGUNAN,

PENELITIAN  DAN  PENGEMBANGAli  DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No.11  Telp. / Fax. (0231) 321991

SUMBER

Kepada        :
Dari

Nomor
Tanggal        :
Si fat
Lampiran     :
Hal

NOTA DINAS
Yth.  Bapak Bupati Cirebon
Kepala       Badan       Perencanaan       Pembangunan,       Penelitian       dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
cro  J an®   -PPEPD

SO.    Juni   2022
Penting
1  (satu) berkas
Permohonan  Penandatanganan  Keputusan  Bupati tentang  Sebaran
besaran Pagu lndikatif S,ektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah
berdasarkan   pertimbangan   obyektif   laipnya   dan   Pagu   lndikatif

::rkj::aa]rka:ebpjJ:artkjamnbank;hauns::yek:=rffai#:;:peD::::nhfahKeacbauE:£#`}:er7ill•1,
Cirebon.

Disampaikan dengan hormat,  bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan  Pasal  15
ayat  (5)   Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor  40  Tahun   2022  tentang   Penetapan   Pagu
lndikatif   Sektoral   Dan   Pagu   lndikatif   Kewilayahan   Kabupaten   Cirebon,    maka   perlu
ditetapkan  pagu indikatif  Perangkat  Daerah,   untuk  pengesahannya  ditetapkan  dengan
Keputusan  Bupati  tentang  Sebaran  besaran  Pagu  lndjkatif  Sek±oral  kebjjakan  khusus
Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu lndikatif Sektoral
kebijakan  khusus  Perangkat  Daerah   Kecamatan  berdasarkan     pertimbangan  obyektif
lainnya Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan   dengan   hal  tersebut,   kami   sampaikan  draft  Keputusan   Bupati
sebagaimana  terlampir,  untuk  selanjutnya  dilakukan  legal  drafting  oleh  Bagian  Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten cirebon.

Demikian  permohonan  ini  kami  sampaikan  atas  perhatian  dan  perkenannya
diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,

SUHARTONO, S.Sos.. MM
Pembina Utama Muda

NIP.196908121990031008

Tembusan:
1.   Yth. Wakil Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2.   Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.


